BAB I
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk
tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai
pedoman prilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum
dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut
subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang
luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu
melibatkan semua subyek.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-
ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan
sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pidana adalah suatu
usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana
dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan
hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi
kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum. Menurut Andi
Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakanakan
hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah
penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang
preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda
rechtshanhaving. Berbeda dengan istilah law enforcement, yang

sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa



pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut law compliance,
yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih
tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.
Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu
usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi
kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara
konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada
kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam
kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan,
memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:
a. Penegakan Hukum Pidana In Abstracto
Penegakan hukum pidana in abstracto merupakan tahap
pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat
diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap
legislasi/ formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap
eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus
diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:
i. Tindak pidana (strafbaar feit/criminal act/actus reus)
ii. Kesalahan (schuld/guit/mens rea)
iii. Pidana (straf/punishment/poena)
b. Penegakan Hukum Pidana In Abstracto

Penegakan hukum pidana in abstracto merupakan
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tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah
berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-
undangan. Tahap legislasi/ formulasi dilanjutkan ke tahap
aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-
undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum
pidana yang berupa, yaitu:

i. Tindak pidana (strafbaar feit/criminal act/actus reus)

ii. Kesalahan (schuld/guit/mens rea)
iii. Pidana (straf/punishment/poena)

Penegakan hukum pidana (PHP) merupakan bagian (sub-
sistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional,
yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan
pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana (penal policy), baik
dalam arti PHP in abstracto dan in concreto, merupakan bagian dari
keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan
merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan
nasional (national development policy). Sistem penegakan hukum
pidana (SPHP) yang integral perlu dilihat secara in abstracto (law
making and law reform) karena PHP in  abstracto
(pembuatan/perubahan undang-undang, law making/ law reform)
merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang
leh badan legislative (dapat disebut tahap legislasi). Menurut Barda

nawawi arief, penegakan hukum in abstracto dilakukan melalui (proses
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legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan)
dilakukan melalui legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-
undangan. Proses legislasi/formulasi ini merupakan awal yang sangat
strategis dari proses penegakan huku in concreto. SPHP yang ada
pada saat ini belum integral secara in abstracto (law making and law
reform) pada tahap proses pembuatan produk perundang-undangan.
Karena belum adanya keterjalinan erat atau satu kesatuan sari sub-
sistem (komponen) sistem norma/subtansi hukum pidana yang integral
meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum
pelaksanaan pidana yang seharusnya integrated legal system atau
integrated legal substance.

c. Penegakan Hukum Pidana In Concreto

Penegakan hukum pidana in concreto terdiri dari:

I. Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)

ii. Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum,
yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi.
Penegakan hukum pidana in concreto, pada hakikatnya

merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan.
Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum
pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Kedua
tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan
dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum

pidana akan diwarnai sebagai berikut:
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1. Masalah permainan kotor (perbuatan uang suap dan perbuatan
tercela lainnya).

2. Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (scientific culture
/approach) dalam penegakan hukum. Penegakan hukum pidana
pada tahap in concreto (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh
kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan
oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolutif dengan
pelaku tindak pidana.

2.2 Protokol kesehatan
Protokol kesehatan secara umum harus memuat:
2.2.1 Perlindungan Kesehatan Individu
Penularan COVID-19 terjadi melalui droplet yang dapat
menginfeksi manusia dengan masuknya droplet yang mengandung
virus SARS-CoV-2 ke dalam tubuh melalui hidung, mulut, dan mata.

Prinsip pencegahan penularan COVID-19 pada individu dilakukan

dengan menghindari masuknya virus melalui ketiga pintu masuk

tersebut dengan beberapa tindakan, seperti:

a. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi
hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau
berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status
kesehatannya (yang mungkin dapat menularkan COVID-19).
Apabila menggunakan masker kain, sebaiknya gunakan masker

kain 3 lapis.
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b. Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai
sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik
berbasis alkohol/handsanitizer. Selalu menghindari menyentuh
mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih (yang

mungkin terkontaminasi droplet yang mengandung virus).

c. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk
menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau
bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan
berdesakan. Jika tidak memungkinkan melakukan jaga jarak
maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis
lainnya. Rekayasa administrasidapat berupa pembatasan
jumlahorang, pengaturan jadwal,dan sebagainya. Sedangkan
rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi,
pengaturan jalur masukdan keluar,dan lain sebagainya.

d. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengkonsumsi gizi
seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang
cukup (minimal 7jam), serta menghindari faktor risiko penyakit.
Orang yang memiliki komorbiditas/ penyakit penyerta/ kondisi
rentan seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, gangguan
jantung, gangguan ginjal, kondisi immunocompromised/penyakit
autoimun, kehamilan, lanjut usia, anak-anak, dan lain lain, harus

lebih berhati-hati dalam beraktifitas ditempat dan fasilitas umum.
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2.2.2 Perlindungan Kesehatan Masyarakat.

Perlindungan kesehata nmasyarakat merupakan upaya
yang harus dilakukan oleh semua komponen yang ada di
masyarakat guna mencegah dan mengendalikan penularan
COVID-19.Potensi penularan COVID-19 ditempat dan fasilitas
umum disebabkan adanya pergerakan, kerumunan,atau interaksi
orang yang dapat menimbulkan kontak fisik. Dalam perlindungan
kesehatan masyarakat peran pengelola, penyelenggara, atau
penanggung jawabtempat dan fasilitas umum sangat penting
untuk menerapkan sebagai berikut:

a. Unsur pencegahan (prevent)

1) Kegiatan promosi kesehatan (promote) dilakukan melalui
sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media
informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman bagi
semua orang, serta keteladanan dari pimpinan, tokoh
masyarakat,dan melalui media mainstream.

2) Kegiatan perlindungan (protect)antara lain dilakukan melalui
penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah
diakses dan memenuhi standar atau penyediaan
handsanitizer,upaya penapisan kesehatan orang yang akan
masuk ketempat dan fasilitas umum,pengaturan jaga
jarak,disinfeksi terhadap permukaan, ruangan, dan peralatan

secara berkala,serta penegakkan kedisplinan pada perilaku
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masyarakat yang berisikodalam penularan dan tertularnya

COVID-19 seperti berkerumun,tidak menggunakan masker,

merokok di tempat dan fasilitas umum dan lain sebagainya.
2.2.3 Unsur penemuan kasus (detect)

1) Fasilitasi dalam deteksi dini untuk mengantisipasi
penyebaranCOVID-19, vyang dapat dilakukan melalui
berkoordinasi dengandinas kesehatan setempat atau fasilitas
pelayanan kesehatan.

2) Melakukan  pemantauan  kondisi kesehatan (gejala
demam,batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak
nafas) terhadapsemua orang yang ada di tempat dan fasilitas
umum.c.Unsur penanganan secara cepat dan efektif
(respond) Melakukan penanganan untuk mencegah
terjadinya penyebaran yanglebih luas, antara lain
berkoordinasi dengan dinas kesehatansetempat atau fasilitas
pelayanan kesehatan untuk melakukanpelacakan kontak erat,
pemeriksaan rapid test atau Real TimePolymerase Chain
Reaction (RT-PCR), serta penanganan lain sesuaikebutuhan.
Terhadap penanganan bagi yang sakit atau meninggal
ditempat dan fasilitas umum merujuk pada standar yang
berlakusesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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2.3 Pengertian Pandemi

Pandemi Covid-19 adalah peristiwva menyebarnya Penyakit
koronavirus 2019 (Bahasa Inggris: Coronavirus disease 2019, disingkat
Covid-19) di seluruh dunia untuk semua Negara. Penyakit ini
disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-
2. Wabah Covid-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Hubei,
Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai
pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11
Maret 2020. Hingga 14 November 2020, lebih dari 53.281.350 orang
kasus telah dilaporkan lebih dari 219 negara dan wilayah seluruh dunia,
mengakibatkan lebih dari 1.301.021 orang meninggal dunia dan lebih
dari 34.394.214 orang sembuh.

Virus SARS-CoV-2 diduga menyebar di antara orang-orang
terutama melalui percikan pernapasan (droplet) yang dihasilkan selama
batuk. Percikan ini juga dapat dihasilkan dari bersin dan pernapasan
normal. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh permukaan
benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah
seseorang. Penyakit Covid-19 paling menular saat orang yang
menderitanya memiliki gejala, meskipun penyebaran mungkin saja
terjadi sebelum gejala muncul. Periode waktu antara paparan virus dan
munculnya gejala biasanya sekitar lima hari, tetapi dapat berkisar dari
dua hingga empat belas hari. Gejala umum di antaranya demam, batuk,

dan sesak napas. Komplikasi dapat berupa pneumonia dan penyakit
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pernapasan akut berat. Tidak ada vaksin atau pengobatan antivirus
khusus untuk penyakit ini. Pengobatan primer yang diberikan berupa
terapi simtomatik dan suportif. Langkah-langkah pencegahan yang
direkomendasikan di antaranya mencuci tangan, menutup mulut saat
batuk, menjaga jarak dari orang lain, serta pemantauan dan isolasi diri
untuk orang yang mencurigai bahwa mereka terinfeksi.

Upaya untuk mencegah penyebaran virus corona termasuk
pembatasan perjalanan, karantina, pemberlakuan jam malam,
penundaan dan pembatalan acara, serta penutupan fasilitas. Upaya ini
termasuk karantina Hubei, karantina nasional di Italia dan di tempat lain
di Eropa, serta pemberlakuan jam malam di Tiongkok dan Korea
Selatan, berbagai penutupan perbatasan negara atau pembatasan
penumpang yang masuk, penapisan di bandara dan stasiun kereta,
serta informasi perjalanan mengenai daerah dengan transmisi lokal.
Sekolah dan universitas telah ditutup baik secara nasional atau lokal di

lebih dari 124 negara dan memengaruhi lebih dari 1,2 miliar siswa.

Jenis Penyakit Pandemi Sebelum COVID-19

Jenis penyakit apakah yang termasuk dalam pandemi?
Penyakit yang berjangkit secara serempak di mana-mana secara global
disebut sebagai pandemi.

Ada 5 contoh pandemi yang pernah terjadi sebelum COVID-19.
Pandemi, menurut WHO adalah "penyebaran penyakit baru di seluruh

dunia" dan populasi seluruh dunia ada kemungkinan akan terkena
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infeksi. Laman CDC, menyatakan pandemi sebagai "epidemi yang telah
menyebar di beberapa negara atau benua, biasanya memengaruhi
sejumlah besar orang.” "Ini adalah pandemi pertama yang disebabkan
oleh coronavirus,” kata Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom
Ghebreyesus dikutip dari NPR.

Meski virus COVID-19 tersebut telah membuat keadaan darurat
kesehatan ke level tertinggi, Tedros mengatakan tetap masih ada
harapan bahwa COVID-19 dapat dikurangi. Selain itu, ia juga
mendesak pada semua negara untuk mengambil tindakan guna
meminimalisir penyakit tersebut. Penyakit yang berjangkit secara
serempak di mana-mana secara global atau disebut pandemi, nyatanya
tidak terjadi kali ini saja. Beberapa tahun lalu, wabah penyakit lain
termasuk influenza, kolera, SARS, hingga meningitis, juga telah
ditetapkan WHO sebagai penyakit pandemi sebagaimana disebut
dalam lamannya.

Contoh Pandemi Selain COVID-19 Berikut adalah penyakit
yang pernah jadi pandemi dilansir dari Business Insider:

1. Kolera (1817-1823) Pandemi kolera pertama dimulai di
Jessore, India, dan menyebar ke sebagian besar wilayah
dan kemudian ke daerah tetangga. Itu adalah yang pertama
dari 7 pandemi kolera utama yang telah menewaskan jutaan
orang. Seorang dokter Inggris bernama John Snow

menemukan beberapa hal tentang bagaimana mencegah
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penyebaran Kolera. Pada 1854, ia membendung wabah
dengan mengisolasi sumbernya ke pompa air tertentu di
lingkungan Soho London. WHO menyebut kolera sebagai
"pandemi yang terlupakan" dan mengatakan bahwa wabah
ketujuh, yang dimulai pada tahun 1961, berlanjut hingga hari
ini. Kolera dilaporkan menginfeksi 1,3 juta hingga 4 juta
orang setiap tahun, dengan kematian tahunan berkisar
antara 21.000 hingga 143.000. Penyakit ini disebabkan oleh
konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi oleh bakteri
tertentu.

HIV / AIDS (1976 hingga sekarang) Human
Immunodeficiency  Virus merupakan  virus  yang
menyebabkan AIDS atau Acquired Immuno Deficiency
Syndrome. Total kematian yang disebabkan oleh penyakit ini
di seluruh dunia mencapai 36 juta jiwa. Kasus pertamanya
ditemukan di Republik Demokratik Kongo pada tahun 1920
dan menewaskan lebih dari 36 juta orang sejak 1981. Saat
ini ada 75 juta orang yang hidup dengan HIV. Secara global,
menurut WHO, sebanyak 37,9 juta [32,7-44,0 juta] orang
hidup dengan HIV pada akhir 2018. Diperkirakan 0,8 persen
[0,6-0,9 persen] orang dewasa berusia 15-49 tahun di

seluruh dunia hidup dengan HIV.
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3. Hong Kong Flu atau H3N2 (1968-1970) Flu Hong Kong telah
memakan korban kurang lebih 1 juta jiwa dan 100.000
berada di AS. Pandemi flu ini terjadi pada tahun 1968,
disebabkan oleh H3N2 dari virus Influenza A. Dari kasus
pertama yang dilaporkan pada 13 Juli 1968 di Hong Kong,
hanya butuh 17 hari sebelum wabah virus dilaporkan di
Singapura dan Vietnam, dan dalam tiga bulan telah
menyebar ke Filipina, India, Australia, Eropa, dan Amerika
Serikat.

4. SARS (2002-2003) SARS atau sindrom pernapasan akut
yang parah adalah penyakit yang disebabkan oleh salah
satu dari 7 coronavirus yang dapat menginfeksi manusia.
Pada tahun 2003, wabah yang berasal dari provinsi
Guangdong di Cina ini menjadi pandemi global karena
dengan cepat menyebar ke total 26 negara dan menginfeksi
lebih dari 8.000 orang. Kematian yang disebabkan oleh
kasus ini diperkirakan mencapai 774 jiwa. Wabah SARS
meningkatkan kesadaran tentang pencegahan penularan
penyakit virus, khususnya di Hong Kong.

5. Ebola (2014-2016) Di antara pandemik lain, virus Ebola
terbatas dalam jangkauannya tetapi menjadi penyakit yang
mematikan. Kasus pertama ditemukan di sebuah desa kecil

di Guinea pada tahun 2014 dan menyebar ke beberapa
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negara tetangga di Afrika Barat. Virus ini membunuh 11.325
dari 28.600 orang yang terinfeksi. Sebagian besar kasus
terjadi di Guinea, Liberia, dan Sierra Leone. Ebola

diperkirakan menelan biaya total 4,3 miliar dolar AS.

2.5 Aturan Penetapan PSBB

Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) adalah istilah
kekarantinaan kesehatan di Indonesia yang didefinisikan sebagai
"Pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang
diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa
untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau
kontaminasi." PSBB merupakan salah satu jenis penyelenggaraan
kekarantinaan kesehatan di wilayah, selain karantina rumah, karantina
rumah sakit, dan karantina wilayah.[?®l Tujuan PSBB yaitu mencegah
meluasnya penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat
(KKM) yang sedang terjadi antarorang di suatu wilayah tertentu.
Pembatasan kegiatan yang dilakukan paling sedikit meliputi peliburan
sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan,
dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. PSBB
dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat provinsi maupun
kabupaten/kota setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan

melalui Keputusan Menteri.
Dasar hukum pengaturan PSBB yaitu Undang-Undang (UU)

Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam UU
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tersebut dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan
pelaksanaan PSBB diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai
peraturan turunan UU. Untuk menangani penyakit koronavirus 2019
yang telah menjadi pandemi, termasuk di Indonesia, pemerintah
menerbitkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial
Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19). Selain itu, pemerintah juga menerbitkan
Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020
sebagai pedoman untuk menjalankan PSBB. Dalam Permenkes ini
dijelaskan bahwa PSBB dilaksanakan selama masa inkubasi
terpanjang COVID-19 (14 hari) dan dapat diperpanjang jika masih
terdapat bukti penyebaran.
Pembatasan-pembatasan yang diterapkan oleh pemerintah
antara lain :
1. Peliburan sekolah dan tempat kerja
Proses belajar mengajar di sekolah dihentikan untuk
dilaksanakan di rumah dengan media yang paling efektif. Kegiatan
semua lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian, pembinaan, dan
lembaga sejenisnya dibatasi dan proses pembelajaran tetap dapat
dijalankan melalui media yang paling efektif dengan
mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit.
Pengecualian peliburan sekolah diberikan bagi lembaga

pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan
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pelayanan kesehatan. Proses bekerja di tempat kerja dibatasi dan
diganti dengan proses bekerja di rumah/tempat tinggal untuk
menjaga produktivitas/kinerja pekerja. Peliburan dikecualikan bagi
kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait
pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan,
bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan,
perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor,
distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya, yang meliputi:

Kantor pemerintah di tingkat pusat dan daerah, BUMN, BUMD,
dan perusahaan publik tertentu seperti TNI dan POLRI; Bank
Indonesia, lembaga keuangan, dan perbankan; utilitas publik
(termasuk pelabuhan, bandar udara, penyeberangan, pusat
distribusi dan logistik, telekomunikasi, minyak dan gas bumi,
listrik, air dan sanitasi); pembangkit listrik dan unit transmisi;
kantor pos; pemadam kebakaran; pusat informatika nasional;
lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara; bea cukai
di pelabuhan, bandara, atau perbatasan darat; karantina hewan,
ikan, dan tumbuhan; kantor pajak; lembaga atau badan yang
bertanggung jawab untuk manajemen bencana dan peringatan
dini; unit yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan dan
memelihara kebun binatang, pembibitan, margasatwa, pemadam
kebakaran di hutan, menyiram tanaman, patroli dan pergerakan

transportasi yang diperlukan; serta unit yang bertanggung jawab
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untuk pengelolaan panti asuhan, panti jompo, atau panti sosial

lainnya.

Perusahaan komersial dan swasta, meliputi toko yang
berhubungan dengan bahan dan barang pangan atau kebutuhan
pokok serta barang penting, yang mencakup makanan (antara lain
beras, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, bawang
bombay, gula, minyak goreng, tepung terigu, buah dan sayuran,
daging sapi, daging ayam, telur ayam, ikan, susu dan produk
susu, dan air minum dalam kemasan) termasuk warung makan,
rumah makan, atau restoran, serta barang penting yang
mencakup benih, bibit ternak, pupuk, pestisida, obat dan vaksin
untuk ternak, pakan ternak, gas LPG, triplek, semen, besi baja
konstruksi, dan baja ringan; bank, kantor asuransi, penyelenggara
sistem pembayaran, dan ATM, termasuk vendor pengisian ATM
dan vendor IT untuk operasi perbankan, call center perbankan dan
operasi ATM; media cetak dan elektronik; telekomunikasi, layanan
internet, penyiaran dan layanan kabel; pengiriman semua bahan
dan barang pangan atau barang pokok serta barang penting
termasuk makanan, obat-obatan, peralatan medis; pompa bensin,
LPG, outlet ritel dan penyimpanan minyak dan gas bumi;
pembangkit listrik, unit dan layanan transmisi dan distribusi;
layanan pasar modal sebagaimana yang ditentukan oleh Bursa

Efek Jakarta; layanan ekspedisi barang, termasuk sarana
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angkutan roda dua berbasis aplikasi dengan batasan hanya untuk
mengangkut barang dan tidak untuk penumpang; layanan
penyimpanan dan pergudangan dingin (cold storage); serta
layanan keamanan pribadi.
2. Pembatasan kegiatan keagamaan
Pembatasan kegiatan keagamaan dilaksanakan dalam
bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah dan dihadiri
keluarga terbatas, dengan menjaga jarak setiap orang dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan fatwa
atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh
pemerintah. Semua tempat ibadah harus ditutup untuk umum,
sedangkan pemakaman orang yang meninggal bukan karena
COVID-19 dengan jumlah yang hadir tidak lebih dari dua puluh
orang dapat diizinkan dengan mengutamakan upaya pencegahan
penyebaran penyakit (pemutusan rantai penularan).
3. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum
Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum
dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan
pengaturan jarak orang. Pembatasan dikecualikan pada tempat-
tempat seperti swalayan, pasar, toko atau tempat penjualan obat-
obatan dan peralatan medis, kebutuhan pangan, barang kebutuhan
pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas, dan energi;

fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka
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pemenuhan pelayanan kesehatan; dan tempat atau fasilitas umum
untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk
kegiatan olahraga. Pengaturan lebih lanjut tentang pengecualian ini
yaitu :

e Supermarket, minimarket, pasar, toko, atau tempat
penjualan obat-obatan dan peralatan medis kebutuhan
pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan
bakar minyak, gas, dan energi.

e Fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam
rangka pemenuhan pelayanan kesehatan. Rumah sakit
dan semua instansi medis terkait, termasuk unit produksi
dan distribusi, baik di sektor publik maupun swasta, seperti
apotek, unit transfusi darah, toko obat, toko bahan kimia
dan peralatan medis, laboratorium, Kklinik, ambulans, dan
laboratorium  penelitian  farmasi termasuk fasilitas
kesehatan untuk hewan akan tetap berfungsi. Transportasi
untuk semua tenaga medis, perawat, staf medis, layanan
dukungan rumah sakit lainnya tetap diizinkan untuk
beroperasi.

e Hotel, tempat penginapan (homestay), pondokan dan
motel, yang menampung wisatawan dan orang-orang yang
terdampak akibat COVID-19, staf medis dan darurat, awak

udara dan laut.
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e Perusahaan yang digunakan/diperuntukkan untuk fasilitas
karantina.
e Fasilitas umum untuk kebutuhan sanitasi perorangan.
e Tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan
dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olahraga.

Pengecualian-pengecualian tersebut dilaksanakan dengan

tetap memperhatikan pembatasan kerumunan orang serta

berpedoman pada protokol kesehatan dan peraturan

perundang-undangan.

4. Pembatasan kegiatan sosial dan budaya
Pembatasan dilaksanakan dalam bentuk pelarangan
kerumunan orang dalam kegiatan sosial dan budaya serta
berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui
pemerintah dan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga
termasuk semua perkumpulan (kerumunan orang) atau pertemuan
politik, olahraga, hiburan, akademik, dan budaya.
5. Pembatasan moda transportasi
Pembatasan dikecualikan pada sarana transportasi

penumpang baik umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah
penumpang dan menjaga jarak antarpenumpang serta sarana
transportasi barang dengan memperhatikan pemenuhan
kebutuhan dasar penduduk. Pengaturan lebih lanjut tentang

pengecualian ini yaitu :
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« Transportasi yang mengangkut penumpang, yang meliputi
semua layanan transportasi udara, laut, kereta api, jalan
raya (kendaraan umum maupun pribadi) tetap berjalan
dengan pembatasan jumlah penumpang.

e Transportasi yang mengangkut barang, yang meliputi
semua layanan transportasi udara, laut, kereta api, jalan
raya tetap berjalan untuk barang penting dan esensial,
antara lain angkutan truk barang utuk kebutuhan medis,
kesehatan, dan sanitasi; angkutan barang untuk keperluan
bahan pokok; angkutan untuk makanan dan minuman
termasuk barang seperti sayur dan buah yang perlu
distribusi ke pasar dan supermarket; angkutan untuk
pengedaran uang; angkutan BBM/BBG; angkutan truk
barang untuk keperluan distribusi bahan baku industri
manufaktur dan assembling; angkutan truk barang untuk
keperluan ekspor dan impor; angkutan truk barang dan bus
untuk keperluan distribusi barang kiriman (kurir servis,
titipan kilat, dan sejenisnya); angkutan bus jemputan
karyawan industri manufaktur dan assembling; serta
angkutan kapal penyeberangan.

« Transportasi untuk layanan kebakaran, layanan hukum dan
ketertiban, dan layanan darurat tetap berjalan.

« Operasi kereta api, bandar udara dan pelabuhan laut,
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termasuk bandar udara dan pelabuhan laut TNI/POLRI,
untuk pergerakan kargo, bantuan dan evakuasi, dan
organisasi operasional terkait tetap berjalan.
6. Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan
dan keamanan
Pembatasan dikecualikan pada Kkegiatan aspek
pertahanan dan keamanan dalam rangka menegakkan
kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
dari ancaman dan gangguan, serta mewujudkan keamanan dan
ketertiban masyarakat, dengan tetap memperhatikan pembatasan
kerumunan orang serta berpedoman kepada protokol dan

peraturan perundang-undangan.

» Ancaman hukuman
Pelanggar PSBB dapat dikenakan hukuman berupa pidana
penjara maksimal satu tahun dan denda Rp100 juta. Hal ini sesuai

dengan ketentuan dalam Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018.



